Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/07/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Menimbang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara
yang .cfektif, efisien, transparan dan akuntabel, Instansi
Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan;

b. bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung
jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian
intern di  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

d. bahwa ...
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d. bahwa belum ditetapkannya  Sekretaris Kementerian

PPN/Sekretaris Utama Bappenas secara definitif, maka
pembentukan  Satuan Tugas Penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri

PPN/Kepala Bappenas;

. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai
anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5948);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Peraturan ...



